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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KANTOR ATR / BPN

KABUPATEN BATANG

Judul Skripsi - P Hak T ik Terhadap Pemenuhan Hak Tagih
Kreditur Pemegang Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang)

Pewancara : Muhamad Fikri Aldy Permana
NIM : 11000121140846
Pelaksana Wawancara.

1. Hari dan Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025

2. Jam 11330

3. Tempat - Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang

4. Nama Informan : Bapak Eko Yulianto dan Bapak Riswandi

5. Profesi « Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

6. Jabatan - Staff Pelaksana Hak Tanggungan

Rumusan Masalah 1 : Implikasi Hukum Terhadap Hak Tagih Kreditur Yang Diakibatkan
Sistem Hak Yang Melewatl Batas Akhir Pendaftaran

Obyek Hak Tanggungan.

1. i prosedur ftaran Hak T: (HT-el) di Kantor ATR / BPN

Kabupaten Batang. dan apa saja kendala teknis yang sering tenjadi dalam proses tersebut ?

Jawab :

Pembuatan akta pemberian HT jadi nanti yang pertama pembuatan APHT di Notaris PPAT,

Notans PPAT membuat aktanya berdasarkan dokumen-dokumen sepert identitas pemiliknya,

obyek tanahnya, temilai HT-nya dibuat oleh Notans PPAT terkait penjanjiannya di tanda tangani

oleh kedua belah pihak. Kalau sudah jadi barulah produk APHTnya, seperti itu yang pertama

dokumen-dokumen ysng digunakan itu antara lain identitas pemohonnya kreditur dan debitumya

dihadapan Notaris PPAT.

Dasar dan sertipikat HT adalah Permen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak

i Secara ik, mulai HT-¢l sejak UU tersebut diundangkan awal
tahun 2020, Tahapannya adalah semua pendaftaran harus lewat cloktronik tidak ada namanya

tatap muka, langkah yang pertama adalsh pembeatan akun terdin dari 3 akun meliputi akun
Notaris PPAT, akwn mitra yung scbagai jasa keusngan, dan yung terakhir Kantor Pertanaban itu
sendin akun terscbut barus akuf setmua. setelah akunniys oke, baru
bisa melakukan peadafiarm. Langkah utamanys sdabals persbusten APHT secars fisik terdebib
datubs, akta tersebes ditanda tangani oleh para pibaknya setelah i tands tangani ¢ nomen dan
ditanggali oleh Notans PPAT sctelab itu ditindak lanjuts pesdaftaran ke sistemnya. Akta fisk
sudab ditanda tangani bans dideflackan ke digitalays. nseti digital tersebut setms subyek dan
obyek didaflarkan ke dalem aplikasi ke Notans PPAT terlebib dshulu, setelsh Notaris PPAT
membuat fistk dan mendafiarkan secara elektroaik produk dari Notaris PPAT iai adalah SPA
(Sumt Pengantar Akia) SPA ferschut yang digumkan olch Notaris PPAT sehagai samna
pendaftaran HTnyn, yang mendafiarkan HToya adalsh jess kevangan, Notaris PPAT itu Banya
inenerbitkan akianys. Nanti secar sistem keluar ynng sarsinya SPA. dani SPA iu manti ditindak
lanjuti oleh jasa kevangan. Dari jasa kewngan (kreditur) didaflarkan dan dinyatakan berbsil
terbit SPS (Swat Perintah Setor), nasti biayanyn sesusi dengan ketentusnnys berdasarkan nilai
HToys. PNBPoys sesuai dengan HTnya semmkin besar nilainys sermakon besar pula bayanys.
Setelah terbit SPA olomatis secara digital terscbut terkinim ke Kantor Pertanahan dan ity baru
Kantor Pestanahan bisa melakukan pemeriksaan berkas. Sesmia dokumen-dokumen tadi secam
fisik diterbitkan didaftarkan secarn aplikasi nanti dan Kansor ATR / BPN memenksa secan by
aplikasi tdak memeriksa secara fisik berkas. Dadalam proses pemenkssan ite apabila ada
kekursagan atau yang kurang pas it tugas pemenksa melakukan penaagguhan / dikembalikan
setelah di adalab y pemobon untuk il mavpun
kesalahan dars dokumen tersebur. Apabila tidsk ada sessata tinggal memunggs ferbit saja, spabila
ada kesalaban st ada penanggoban berarti Noturis PPAT ataupuns perbasian wagib melakuksn
pertuikan setelah diperbaiki baru bisa lasjut. Untu kebayutannya yaits untuk APHT paling lama
bari ke-7, dengan aturan yang sekarsng HT bisa terbit 1/2/3 bari yang terpenting maksimal it
han ke-7, Setelah bari ke-7 terbit nasti otoaatis di dalam sastem perbankan akan terbit pula
produkays, produkaya ada 2 yaita sertipikat HT yasg berupa | lembae dan catatan HT, catatan
tersebut berupa bisa dpnnt dan dtempelkian didalam sertipikatirya.
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2 Bisakah Bagak/Thu jefaskan secars siogkal abwr proses pendaftaenn HT secara elektronik

metalui sistem HT-el di Kantor ATR / BPN Batang, dan henges
weebitnya sertifikat Hak Tanggungan 7

Jawab

3. Apskah sds SOP atau pedoamn iternal seckait i 3! Hak

Tanggungan yang mendekati atan telah melewats tatas wakiu pendaftasan ?

Jawab : Semua by aplikasi. aplikasi ite dssarnya dari aturan sesuai Permen tadi pastmya mau
tidek mam Kita hares tunduk terkait dengan aplikasi. Terkut dari SOP stu ketika tidak ada
permasalaban terkast dengas pengoreksian pastimya paling lama hari ke7 tidsk mungkin
melebshi sesum dengan ketentuas peraturan, bisa juga sebedum hari ke-7 terknit mekanisme
dising adalah terkait dengan penerbitan apabela ketika p ita ada dan Notaris
PPAT tidsk meelalukan perbaikan adh masa tenggang bisa memperbaki dalam waktu 5 han
ketika dalam wakta 5 hari itn Notasis PPAT tidak bisa mempesbaiki penangguhan tersebat hasi
ke-6 dan ban ke-7 ndah tidak bisa memperbaiki jadi sistemaya sudab ketutep dan kalan Notans
PPAT tidak busa mempertaik itu antinya pasti tckak akan teebit produk pada saat ban ke-7 tdak
terbit produk gads otopsats berkas akan tertutup. Kalao misal tidak ada perbadian han ke-7 terbit
peoduk, 1etapi kalau ada perbaan / penangguban dan pamohon tidek melakukan pertaikan han
fe-7 ik terhit produk tetagn berkas termup, berkas tertweup menunggy ban ke-7.

4 Apakal Kanter ATR | BPN Kabs Batang pernah lams gasgguan siters HT-el
yang signifikan, seperts yerver dowm, lambatnys respons siten, atan Kendala teknis laannys * Jika
i1, kapan dan seberapa sering gangguan tersebut tesjads 7

Jawab : Dan kita tidek besa memastikan dan tidek bisn mengingat wu kapan karema ita sistemn
dari pusat terkadang tidak pasti error namanya sistem harus di perbanu terus jadi tidak basa
memastikan kapannya.

5. Apa yang mempadi peoyebob utama terjadi atau astem HT-ef
schingga pendafiaran Hak Tanggungan bisa melewati batas waktu yang disestukan 7

Jawab : Sesuai dengan SOP 7 hari pasti terbi, terknit gangguan ketika sistem begjalan kadang
sering wpdate sistens kita ada di pusat mas ek maw Kita mengikuti deogan pasat agabela sistem

terschut ganggman otomatis terkadang Notacis PPAT atmn perbankan mengalumi keadala sant
pendaftamn. Kendalanya jika saat mendaftar saja. ketika sistem ada kendala mereka mau daftar
st swssh pastinys harus menangzy sagai sistem normal kembali,

6. Dalam Kisss tegodi gargguan sistem HT-¢) yang menyebabkiun peudaftane objek tak
tanggungan melewati hatas akhir, bagmmana Kastor ATR / BPN Kabupaten Batang memandang
stans ok pentoboman tessebat 7

Jueah : Kalau ganggman sstem it techotung dan masuknya berkas bukan proses masuknya
beckas tetapé proses setelsh msasuknyn berkas kita mengikuti sistem aja, seluma sistemays ity
stubil produknys pasti 7 bin terbet

7. Bagawana implkasi bukum bags kreditur jika pesdaftaran Hak Tanggungan melalus HT-el
melewsti batas akhir pendaflaran ? Apskah kreditur tetsp memperoleh hik preferen sthagai
kreditur pemezang hak tanggungan !

Juwab : Terkail dengan gangguan masalab pecbaikan yang Gidak dtanggulani maka pastinys
tidak skm terbit produk karem berkas testatup solusinya yaitu didaflarkan ulag dengan berkas
baeu Karesa berks yang pertaos denggp setogn hedkss teminip brss daattarkan lagi dengan
SPA yang tadi dani pibak Bank mendaftarkan bagi dengan SPA yang ada. Akibet terkait dengan
biayn yssz ssdah pendaftaran pestama akibat berkas tertutup pasti tidak skas keluar peoduk ada
pembayaran ying masuk bua dimobon kg, Btilabays yans Force Majeure pengemtalinn bisys
yang tidak terhit produk besa dimobon kemsbali. Kita duba ada peagalansan seperti it kasusaya
Notaris PPAT melakukan pendaftaran ketikn it ada pengoreksian daei pelaksasa yang ada di
Kantor ATR ( BPN akan tetapi dalam wakty tertentu tidak ditindak Janjuts otomatss di han
benkutnya ketatup sistemnys. Nocarss PPATuya komplen kepada kita, kita bia meamfisilitasi
bebenmga solusi yang pertama disarmnkin stk mebikukan pendafiann kanbali dengas nomee
akta yang sudah terbit, kedm terkait deagnn baya yong sudah keluar nanti bisa kita bantu karesa
s kaitanyn dengan Kementeran Kewsagan manti kite bisa bersunit dengse Kementenan
Keuangan dan berya itw biss kembali 100 persen seperti pach sast pembayaran.
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8. Dalam kasus gangguan sistem HT-el yang menyebablkan keterlambatan pendaftaran. apakah
ada kebgakan ataw solusi dari ATR / BPN untuk melindungi hak kreditur agar tidak kehilangan
jaminan pelunasan prutangnya ?

Jawab : Semusnya sstem man tidak maw harus patih dan funduk terkait dengan sistemnya, sela
sistem oonmal pendaflaran bisa dilakukan mana kals sistemayn erroc olomatis mau tidsk mau
kit hanss mensnggu sistem itu normal kembeali kareas semus by sistem tidak ada bagi kebijskan
Kantor Pertanahan sendini ini adalah dari pusat. Solusinya adalah kita komunikasi atau
menginformasi dengan Kementerian di pusat bahwa terjadi permasalahan sistem, pastinya dan
Kantor ATR / BPN pusat melskukan perbaikan sistem jika sistem sudab kembali normal bisa
dilakukan pendaftaran kembals. Intinyn tidak ada kebijakan sendiri, kita hanya mengikuti dengan
sistem i pencaflarannya tidak tatap muka tidak ada kebijakan tertentu mau tidak man
mengikuti dan sistem Kalaw sistem itu ada kendala kita harus langsung melaporkan bahwa di
daersh sepesti kaya begini, karena disini servemya bukan di Kantor Pertanahon servemya dipusal
Jadnya semua data base lerkal dengan kendala apa stu dipusat kila bisa menangan: masalah-
masalah terkait dengan batasan error tapi bebernpa saja, tetapi ficdak dengan jaringan yang emor.

9. Menunt pandangan Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang, apa implikasi hukum yang paling
mungkin timbul bagi hak tagib kreditur jikn pendaftarn HT tidak dapat disclesaikan tepat waktu
Karena gangguan sistem HT-cl ?

10, Bagaimana Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang melihat tanggung jawab pihak-pihak
ferkait (misalnya penyedia sistem, BPN pusal. atau BPN daerah) dalam mengatasi dampak
hukum dart gangguan stem HT-el yang merugikan kredits 7

Jawab :

11. Apakah terdapat perbedasn perlakuan atau antam

akibat kelalasan manusia dengan akibat gangguan sistem elektronik ? Bagaimana mekanisme
pembuktiannya ?

Jawab : Terkait dengan pendafiaran yang saya ketabui penerbitan akta stu aturannya 7 hari jadi
sesusi dengan aturan ketika Notaris PPAT itu menerbitkan produk akta pada wakiu paling lama 7
hari itu paling wajib harus didaflarkan sesusi dengan sturan penerbitan akta dalam waks #u
harusnya Notaris PPAT metskuksn pendsflaran lewat bankays paling lams 7 hari setefsh lecbit
nomer akta, Tidak ada perbedian perlakwan, tetapi mengisi suml pernyataan terkait

Keterlaenbatan bahwa thik akan mengobang lagi, Tetape barus dipenuly bukse hanya fensalicas
saa karena aterannya han ke-7 wiib dadaftackan memang ada beberapa NOtans PPAT tdak

konya barus

12 Bagumana upeys ysog dilakukse Kastor ATR / BPN Kabupsten Balang untuk
menengkatkan kepastan hukum das perlindungss bagi kredionr dalien pelaksassa pendaftasan
HT 7

Juwuh : Sesuai dengan pknis dasacnya dan Peemen § Tabwm 2020 disien terkait HT ina tujuannya
wtuk meamgkatkan peloyassan terkait dengan keterbukaan, ketepatan wakma, kecepatan,
kemudahan, dan  keleangkawmn  untuk  pelayanan  publix jadi wetuk  meayelesaikan
perkenmstangan hokum teknologt masyarskal ditetapkan aturan ins uoluk keterbuksan secars
poblik Karena i bisa diakses oleh pengguna langsang tanps ada satu yang namanya tatap muka
Karena s adalah poes elektmaik tidak ada tatap muka disit. Terkait desgan kepastian hukum
pastinya itn diakui sehagai prodak hukum knrena jelas atarmnnys ada di Permes 5 Tabun 2020
adalah dasar penerbitan HT jadi secar hukum pasti diakws karena ada dasar sturan yaag kuat.

13. Agukah ada rekomendast stau perbaikan regulisi yang memirst BapakTou perlu dilakukan
K mengantsipas: risiko bukum akibat geagguen sistem HT-el i masa mesdatang ?

14 Apakah e barapan atw usulan pertaikan terbadap regulass atau kebigakan terkait
pendafiaran Hak Tanggungan secars elektronik, kbusssnyn mengensi penanganan kasuskasus
climana terjadi gangguan sistems yang berdampak pada batas waktn pendaftaran ?

Rumusan Masalah 2 : Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Kedudukam Kreditur

Pemegang Hak Tamggungan AKbat Gangguan Sistem Tl Yamg Menimbulkan
Hak

1. Bagaimasa pandangan Bapak  Thu secarn umsm mengesal (mplemsentasi sistem HT-¢1 &
Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang sejak awal diberbakukan ?

Jawub © Tedkait dengan i intioya adelah kesodahan terkan dengan program dan Kementenan
pusa banyak sekali keantungas baik dari kami seliku Kantor Pentanalan maspes dari pengguna
jasa pelayanan yaitu dasi jasa pelsyanan ofomatis dis mempumyni kepastian hukum, kepastisn
wakiy ustuk wakbeya pasts tiduk mamul seperti kaya dulu kalss masual seperts apa dengan
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trobosan sckarang yang elektronik it waktunya jelas pasti bari ke-7 ifu man tidak mau kalsu
tadak ada teqads seperti permasalahan yarg tadi pasti jadi, menymgkat wakiu dan tenaga artinya
apa pemobon tidak perfu lagi datang ke Kantor ATR BPN banya dari rumsh didaftarkan
danmana pun, dibayarkan danmana pun, dan produknya bisa dicetak danmana pun. Tru sebush
efisiensi wakty, dari sisi Kantor Pertanabannya sendisi terkait dengan arsip dulu ketiks manual
setiap pendlaftaran HTsatu bindle berkas dan itu artinya berkas itu pantinya tersimpan di dalam
ruang arsip alhamxdulilah dengan adanyn trobosan HT-el ini ofomatis kita tidak lags menyimpan
arsip macual jadi arsipnys tersimpan di dalam dokumen splikasi jadi sewsktu-waktu kits butuh
Kita tidak Ingi mencani dirmang arsip kita banya meacari langsung di aplikasi berarti benar-benar
menyingkat tenags dan lain sebagainys. Bayangkan | tahun beraps pendaflaran HT kalau mash
manual bisa dibayangkan sendini berkas arsip yang masuk kita simpan,

2. Sejauh mana efektivitas sistem HT-¢l dalam proses hak
dengan ?
Jawab ; Terkail dengan sistem ketika dulu manual ketika didsfar lewst loket ketika lokel ada
yang namanya petugas loket dimana petugas loket melakukan verifikasi didalam verifikasi it
butah waktu tenaga dan itu pun tidak pasti berkas itu komplit kalau komplit Iangsung bisa tahap
selanjutnya pembayaran, tetapi sering tegadi dulu ketika manual ada beberapa berkas yang tidsk
lengkap otomatis dikembalikan dan it tidak berbasil daflar. Akan tetapi teckait HT ini intinya
adalah pengoreksian itu dak didepan tetapi dibelakang bedanya seperti itu jadi seperti apa
intinya dafiar i disajikan oleh Notaris PPAT dan i bisa langsung didafiarkan baru
dilakuksn setela fisiensi waku pastinys,

3. Berapa frekuensi rata-rata gangguan sistem HT-cl yang pemah tegadi dalam satu bulan
terukhsr atsu dalam rentang wakiu fertenty yang relevan 7

Jawab : Tidak pasti kita untuk mengingatnya tapi dalam 1 bulan ini kayanya kemarin sekitar 2
minggu yang lals pemah tetapi kita tidak selaly mengingat tetapi terkadang gangguan itu tidak
memakan waktu berhar-hari, terkadang maksimal 1 hari terkadang gangguan yang terakhir it
teckait kode billing ketika pendaftaran dan perbankan itu didaftar keluar SPS. Keluar SPS itw kan
langsung dibayss ketika dibayar ity sudal membayar tetapi kalsu aplikasi vormal berkss
langsung terkirim ke Kantor Pertanaban tetapi sekitar 2 minggu yang lalu ada trouble terkait

dengan kode billing ity jadi ketika dibayar tidak langsung terkirim ke BPN tetapi masih
menyangkut di Kementerian Kevangan kita kan terkait dengan pembayaran ngelinknya dengan
Kementerian Keuangan sistem by sistem itu sekitar 2 minggu yang lalu, itu terjadi 1 hars tetapi
albamdulilah & han berikutnya ity sudah normal kembali karena normal pada dibayar dalam
hitungan menit sudah terkirim ke Kantor Pertanahan akan tetapi ketika gangguan itu sampai 1
hari ketika sudah dibayar tidak Jangsung terkirim, terkirimnya di hari berikutaya akan tetapi dari
sistem masuk ke BPN dibitung hari kegjanya setelah berkas masuk itu jadi ketika berkas masuk
otomatss kita belum bisa melakukan pemenksaan durasi waktunya itu setelab berkas itu bechasil
‘masuk ke Kantor Pertanahan, Walaupun sudah dibayar tetapi belum terkirim ke BPN kita belum
dan artinya

4. Apaksh ada dampak langsung yang tedlihat di Kantor ATR / BPN Kabupeten Batang akibat
gangguan sistem HT-el tersebut, misalnya pepumpukan berkas atau antrean ?

Jawab : Terksit dengan sistem ini di kita tidak mempengarubi, mempengarubinya di pemakai
layanan atau pemohon jadi ketika ada gangguan otomatis tidak bisa masuk ofomatis risiko
mereka beckasaya tidak biss berproses. Pada kifa tidak ada dampak apapun akan tetapi ketika
sudah normal berarti itu berkas bisa masuk semua itu nsiko kami ketika berkas setelah aplikasi
normal otomatis baru berkas yang tadinya belum bisa masuk berbubung it di daftarkan semua
nisikonya berkas pemeriksaan banyak tidak menumpuk tetapi athamdulilab sesuai dengan
tahapan yang di aplikasi mau tidak mau sebelum itu kita harus ditindak lanjuti karena ada
batasan waktu S han tadi jangan sampai kita melakukan koreksi mendekati hari ke-5 itu akan
berdampok pada pemohon kalau ada perbaikan pemohon tidak bisa melakukan perbatkan.
Makanys ketika berkas masuk mau tidak mau dalam waktu | ban maksimal 2 ban kita
melakukan koreksi jadi masih ada waktu § hari itu. 5 bari itu benar-benar bisa ke kontrol ketika
berkas masuk | atau 2 hari kita melakukan pemeriksaan dan apabila ada penangguhan masih ada
joda waktu beberapa hari.

5. Ketika terjadi gangguan sistem HT-el, bagaimana proses pendaftaran hak tanggungan yang
sudah diajukan oleh pemobon (kredifus/notaris) terpengaruh ?

Jawab : Pastinya tidak mengaruh karena ketika gangguan itu jarang gangguannya itu berkas
sebelum masuk jadi ketika berkas masuk ity jarang sekali terjadi gangguan. gangguan ity berkas
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sebelum masuk belum ada dampaknya. Dampaknya ada di pemobon. pemohon selama itu masih
ada gangguan pemohon tidak bisa daftar tetapi kalau berkas itu sudah masuk dan sudah
dibayarkan itu jarang sekali.

6. Baguimana Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang mengelols berkss pendaftaran bak
tanggungan yang tertunda akibat gangguan sistem ?
Jawab : Mungkin kita tidak mengelols, mau tidak mau ketika berkas sudab berhasil masuk
otomatis kita kerjakan kita tidak mengelola itu seperti apa mau tidak mau ketika masuk kita
harus kerjakan, ketikn berkas masuk kita ada waktu | sampai 2 hari untuk melakukan
pemeriksaan dalam waktu | sampai maksimal 2 han.

7. Apakah sda prosedur khusus yang diterapkan oleh Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang
untuk i atan itigasi dampak ni?

Jawab : Terkait dengan itu mau tidak mau terkait dengan gangguan kita sering komunikasi
dengan pusat, ketika terjadi dikendala kita langsung lapor ke pusat Intinya pusat mengetahui
kendala di Kantor Pertanahan seperti yang kemarin itu kita lapor dan alhamdulilah gangguan itu
hanya | han dan hari berikutnya otomatis bisa normal kembali dan bisa melakukan pendaftaran.

8. Menunst pandangan Bapak / Ibu, bagamana kedudukan hukum kreditur pemegang bak
b jika pendaftaran hak : yang

discbabkan oleh gangguan sistem HT-¢l 7

Jawab : Ketika proses it tidak ada keterlambatan ketika didaftarkan mau tidak mav hani ke-7

paling lama muncul produk jadi ketika dilakukan pendaftaran itu pastinya tidak ada

keterlambatan produk karena paling lama han-7 pasti sudah terbit, jads tidak ada lagi kendala

penerbitan. Kendalanya hanya scbelum pendaftaran,

9. Apakah Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang meniliki pedoman atsu SOP dalam menyikapi
situasi dimana hak tanggungan belum terdaftar kasena masalah sistem. sementara kreditur sudsh
memberikan pinjaman ?

Jawab : Untuk SOP tidak ada kalan keterlambatan terkait HT, akta HT scbetulnya tetap sah cuma
kalau keterlambatan itu harus disiasati kalau ke Kantor P disiasati

dengan surat dan tidak kembali. Tetap untuk akia it
tetap keabsahannya masih utuh, APHTnya tetap masih absah dan masib tetap berlaku,

10. Apakah ads k k di mana bk akibat
gangguan sistem i bukum atsu listhan antara Kreditur dan
debitur yang sunpas ke Kantor ATR / BPN 2

Jawab : Sampai saat ini dari tahun dilakukan implementasi HT-el dori tahun 2020 sampai
sekarang yang kami rasakan belum perash ada adusn di Kantor Pertanalian Kab. Batang karens
terkait dengan misudah pasti kepastian hukumnys intinya terkait dengan trobosan i dapat
apresiasi dan perbankan ataupun Notans PPAT jadi banyak sekali keuntungan bagi mercka
otomatis dani keuntungnn mercka it tidak ada komplen ke Kita karena merckn sangan terbantu
vang tadinya peodafiaran manual daflamya bagaimana bawa berkas don jadinya tdak pasti
dengan HT-el, kalsu HT-el kalau tidsk terjadi sesuatu hari ke-7 poling lama sudsh tebit jadi
sampui sekarang belum ada sdusn, Ads aduan tapi bukan 1ty seperts ketika mendaflar tidak biss
karena aplikasi error Kita i i dan bahwa aplikasi error
dimobon ditanggu nanti dicoba dengan berkala,

11. Apa bentuk gangguan sistem HT-el yang paling sering tegadi. dan bagaumana dampaknya

terhadap proses hak bagi kreditar ?
Jawab ;
12. Jika tenadi f; bak aksbar gangguan ssstem HT-el,

bagaimana perindungan hukum yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan 7

13. Apakah ads meksnisme penyelesasan secars hukum atao sdministesi yavg disedsakan oleh
Kantor ATR / BPN Kabupalen Batsng untuk mengatasi kerugian stau ketdakpastian bukum
yang mungkin dialami kreditur akibat hak karena
gangguan sistem ?

Jawab : Terkait keterlambatan pendafiaran otomatis belum menjadi tangguung jowab dan Kantor
Pertanahan Kab. Batang tetapi ketika menjadi tanggung jawab Kantor Pertasahan Kab. Batang
otomatis ketikn berkas masuk setelah dibayarkan seperti terkait kasus foroe majeure itu
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peodefers Uk Msa serbet produk dikarcnaken s sessatu Ml Kita sedady serrbenikion solusi
bogi pemston va adalab I ulang teckait dengan APHT borsebu
ile mtuys detpmn pondafic bare binys b el deggan Nays yarg wdsh keduw
pendaftarmn yoog tdok terber poodak force majenre it Msa beomy terkat dergn pengebalin
havya yang vedah lerlaopur mevask kita asdab berproses dan berpeaktik madak mergedam sperti
ite allwandullal Keethalt 100 pericn tefapi metsang Sonid wakty unnarmys daspm Kensgen di
Puss gl Sedias ki b Koosfiond desgas pesal
albaendudilab torce majeste ite besa dibskvkan pengembalin

11. Notulensi Wawancara dengan Kantor

Batang

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KANTOR NOTARIS & PPAT
KABUPATEN BATANG

Judul Skripsl : Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Terhadap Pemenuhan Hak Tagih
Kreditur Pemegang Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang)

Pewancara : Muhamad Fikn Aldy Permans
NIM : 11000121 140846
Pelaksana Wawancara,

Hari dan Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025

Jam 1 09.00

Tempat : Kantor Notans & PPAT

. Nama Informan - Bapak Agus Pumomo, S.H., MKn.

. Profesi Notaris & PPAT

6. Jabatan

Rumusan Masalah 1 : Implikasi Hukum Terhadap Hak Tagih Kreditur Yang Diakibatkan
Sistem Hak T Yang Melewati Batas Akhir Pendaftaran

Obyek Hak Tanggungan

1. Berapa lama Bapak telah berpratik sebaga: Notanis & PPAT di Kabupaten Batang ?

Jawab : Mulai dari 2008 sudah 17 tabun berpraktik sebagai Notaris & PPAT

"Kalaw saya pribadi, mulai menjalant profesi sebagai Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) sejak tabun 2008. Jadi, hingga ssal ins, kurang lebihi sudsh 17 tabun saya

berpeaktik dalam bidang tersebut. Selama kurun wakiu tersebut, saya telab menangani berbagai

macam akta, baik yang berkaitan dengan peraliban hak atas tanah maupun akta-akta lainnya yang

menjadi bagian dari kewenangan scorang Notaris dan PPAT."

R I

2 Sejak kpmn Bapak mulai menggunnkan sistem HT-<l dalam proses pendaftaran hak
tanggungan 7
Javeab : Sejak tahan 2020 menggunakan sistem HT-el,

Notaris & PPAT

Kabupaten
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“Penggunann sistem Hak Tangguogan Flcktronsk atm HT-el mulai kami terapkan segak tahun
2020. Sepak saat itw, selumb proses hak yang dilakukan
secars nsaesal, beralih ke sistemn digital yang telab disediakan ole Kementerian ATR/BPN.
Perubshan ini tentu membawa penyesusian dalam peosedar kega, baik dan siss teknis maupun
adminsstratif, pamun secara wmum bermuyuan unrk meamgkatkan efisienst dan transparaosi
dalam pelayanan.”

1 B prosedur Hak Elektronsk (HT-¢l) di Kantor Notaris &

PPAT?

Jawab :

Prosedur sebelum pendaftaran online meliputs :

a Order dani Bask

b. Setelah menerima order dan Bank, dari pibak Notaris PPAT meminta kepads Bank
guna Akad isyann yang meliputi :

KTP. KK, dan Akt niksh spsbila penslik jamumn terscbut telah menikah
-~ Sertipikat bukti kepemilikan ha katas tanah, PBB tanah terscbut
Setelah wu disdaksn pengecekan slas sertipkat hak atas tasah tersebut ke Kantor
Pertanahan dengan cam coline
Setelah keluar bast] pengecckan atas sertipikit ha katas tanah sersebut dan Kantor
Pertanahan yang melipoti sertipskat mi tidsk sedang disgunikan, sertipikat mi ticik
tendapat blokir, sertipikat ini fidak terdapat blokir inisistif Kemeaterian, sertipikat ini
Tidak terdapal sita, seetipikat mi tdak terdapat sengketa / konflk / peckara, dun bidang
tanab tidak terdapat tumpang tindib.
¢ Kemudian setelsh berkss dinystakan lengkap oleh Notmns PPAT moks desdakan
penandatanganan para pehak melipeti debitur dan pibak kreditur baik Akta SKMHT manpun
Akts APHT, Akta Pembiayaan dehadapan Notaris PPAT
d Setelah itu kewajiban dan Notaris PPAT menanggali dan menomen: Akta fersebut pads saat
Akt tersebut di tanda tangani oleh para pibak
& Kewsudian Akt tersebut setelah ¢ tands tngan oleb para piliak, sssi, dsn Notaris PPAT
maka Akta tersebut siop didaftarkan ke Kantor Pertanahan tidak boleh melebibs 7 han setelah
pevamersn dan penanggalan Akts fersebut,

Prosedur Guna Pendaftaran Akta pemberian HT secara elekironik sebagai berikut :
8. Scan data debitur yang meliputi :

- KTP. KK. keabsahan dokumen

- Kode bank persepsi
b. Dilaporkan ke Bank meliputi SPA / surat pengantar APHT
. Setelah it menunggu menunggu dari pihak Bank untuk penerbitan SPS / Surat Perintah Setor
d Setelah SPS sudah dibayarkan oleh Notaris PPAT maka terbit sertipikat HT-el. Didalam
sertipikat Hi-¢l meliputi nomor, peringkat, menjamin pelunasan piutang, pemegang HT, jenis
dan nomor hak. beserta benda lain.

4. Secara umum, bagumana pengalaman Bapak dalam menggunakan sistem HT-el selama i,
khususnya terkait dengan kemudaban dan kendala yang dihadap: ?
Jawab : Secara umum sangatlah membantu kendala yang dihadapi yaitu apabila server dari BPN
tersebut tidak bisa digunakan atsu crowded.
"Secarn umum, penerapan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sangat membantu dalam
dan proses hak Namun demikian,
dalam pelaksansannys masih terdapat beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan. Sslah
satu kendala utama adalsh ketika server milik BPN mengalami gangguan seperti tidak dspat
digkses atau terdalu padat (crowded). Kondisi ini menyebabkan proses pendafiaran menjadi
tertunda karena sistem tidak dapat dioperasikan secara optimal. Meskipun demikian, kendala
tersebut umumnya bersifat teknis dan temporer.”

5. Apakah Bapak pemah mengalami gangguan sistem HT-¢l yang mengakibatkan keterflambatan
atau kegagalan dalam pendaftaran hak tanggungan ? Jika iya, mobon ceritakan secara rinci jenis
gangguannya (misalnya server down, error sistem, koneksi lambat, dil)

Jawab : Tidak pemah, dikarenakan dan kantor pertanahan apabila tegadi gangguan berkaitan
dengan server maka akan diperbaiki secepatnyn sehingga tidak menghambat kinerja dani Notans
PPAT.

"Selama ini, saya pribad belum pernah mengalami kendala yang signifikan dalam proses
pendaftaran hak tangguagan akibat gangguan sistem. Hal tersebut dikarenakan apabils tenadi
gangguan pada server, pthak kaotor pertanahan biasanya akan segera melakukan perbatkan
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dengan cepat. Respoas yang sigap dan pthak BPN ini sangat membantu sehingga tidak sampas
menghambat Kinerya kam sebagai Notaris sekaligus PPAT dalam melaksanakan tugas, terstama
terkait pengunssan dokumen dan pendaftaran secars elektronik melalui sistem HT-el.*

6. Seberapa sening gangguan sistem tersebut terjady, dan pada umumaya, berapa lama durass
gangguan tersebut) ?

Jawab : Jarang terjadi, apabila terjadipun | hari dalam 24 jam sudah normal kembali.

"Kalau ferknit kendala teknis pada sistem HT-cl, bisa sayn katakan jarang sckali terjadi.
Kalaupun ada gangguan, biasanya sifatnya hanya sementara. Dalam pengalaman saya, gangguan
tersebut umumnya dapat diatasi dalam waktu singkat maksimal satu bari atay dalam 24 jam
sudah kembali pormal dan dapat digunakan seperti biasa, Jadi, sejauh ins, gangguan sistem tidak
sampai menghambat secara signifikan proses kena kami sebagai Notaris dan PPAT."

7. Apa saja dampak konkret yang Bapak rasakan atau alami akibat gangguan sistem HT-el
terscbut terhadap proses pendafiaran Hak Tanggungan ?

Jawab - Jika tidak ada gangguan maka tidak ada dampak yang signifikan yang dirasakan oleh
Notaris PPAT.

“Pada dasarnya, selama sistem HT-cl begjalan dengan lancar dan tidak mengalami gangguan,
maka tidak ada dampak yang signifikan yang kami msakan scbagai Notaris sckaligus PPAT
Proses pendafiaran dapat dilakukan sesuai alur yang telah ditentukan, tanpa hambatan berarti
Justru dengan berfungsinya sistem secara optimal, pekerjaan kami menjadi lebib efisicn karena
tidak pertu lagi melakukan proses secara manual seperti sebelumnya.”

S, Menunut Bapak, bagaimana keterlambatan pendafiaran HT akibat gangguan sitem HT-el
dapat memengaruhi kekuatan hukum HT itu sendii 7

Jawab : Tadak, dikarenakan HT-el terbit 7 hari kerja setelab HT-el tersebut didaftarkan.

“Tidak, sejauh ioi tidsk ads kendala berarts yang kami alami terkait Keterlambatan peverbitan,
Hal tersebut karena berdasarkan keteatuan yang berlaku, Sertipikat Hak Tanggungan Elekironik
(HT-el) akan terbit dalam jangka waki 7 hari kerja setelah pendafisranaya dilakukan. Selama
selurub persyaratan telah lengkap dan sistem benjalan normal, proses tersebut berlangsung sesuar
dengan waktu yang telah ditetapkan.”

9 Dalam kasus HT yang pendafiarannyn terlambat karena gangguan sistem. spakah bal tersebut
berpotensi. melemahkan posis kredifur dalam messniut pelmnassn prutangnys (hak tagih) ?
Jelaskan argument Bapak !

Jawab : Tidsk, di sertipikat HT <l £

"Tidak. kami udsk mengalams kendala dalam hal pelaksassan eksekusi jamensn arens
Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) memiliki kekustan hukum yang bersifat
cksekutorial Amtinya, sertipikat fersehut dapat langsung digunakan schagai dasar wnick
melakukan eksekusi apabila terjodi wanprestasi dan pibak debitw, tanpa perlu melalw proses
gugatan terlebib dahubu. Dengan adanya sifat cksekutoriil ini, kepastian hukum bagi kreditur
tetap terjags meskipun proses pendsftarannya dilakukan secara ebektronsk

10, Apaksh ada ks & mams keditor memgalami kesulitn st keeugian dalsm
mengeksekusi jaminan HT akibat keterlambatan peodafiaran yang discbabkan olch ganggusn
sistem HT-el ? Mohoa jelaskan !

Jawab : Tadsk, karena selansa ini berksitan dengan HT-el tidsk sds gangguan yang sifatnys
sampai menagikan piliak kreditur.

“Tidak. sejouls i kaemi tidsk pernsh mengalami permasalahan yang ssmpoi merugiken pehsk
Kreditur dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elekironik (HT-¢l), Scpanjang pengalanaa kami,
sistem HT-el berjalan cukup stabil, dan jika pun ads gangguan. sifalnys hanya sementars das
tidak berdampak serius ferhadsp proses pendaftamn maupun perlindungan hak-hak kreditur
Dengan demikian, implementasi HT-el sejaub ini i rissko yang ikan d
sist kepentingan hukum kreditue *

11, Apakah ads mekanisme atau upaya hukum yang dapat ditempub oleh kreditur untuk tetap

mempertahankan hak tagihnys meskipyn peadaftaran HT mengalans keterlambatan Karena

gangguan sistem ?

Jawab : Yang selansa us says atami txdak ada pendaftaran HT-e! yang mengalami keterlambarsn

dikarenkan sistem. sebab sistem di pihak BPN pun di maintence / dirawat,

“Selans suys memalani prakuk sebagai Notaris dan PPAT, ssya belum pemah mengalami
dalam proses Hak Elektronik (HT-cf) yang disebablan

oleh gangguan sistem. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan oleh pihak BPN secam rutia
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dilakukan pemelarasn atay perswatan (maictenance), selungga tetsp terjagn kestabilanya.
Dengan adsays upayn terscbul, peoses pendafisran dapat berjshan lancar dan sesmi dengan
waktn yang telah ditentukan *

12, Langkah-langkah aps saja yang biasanys Bapak lakvkae ketka menghadipi gangguan
sistem HT-¢l yang mengancam batas waktu pendafiaran ?

Jawab - Apsbila terjadi gangguan sstem pada HT-el pads kastor pectanahan maka dari pibak
Notaris berkoardinasi scsepatnyn dengan petugas dan Kantor Pertanshan agar sekiranya dapat
terselesaikan secepatays.

Apabila dalam proses pendaflarsn Hak Tangguegan Elektroaik (HT-el) terjadi kendala atau
panggwie sisiem di Kanloe Pertansban, maka langkah yang busanya kami Iskukas scbagai
notans adalab segers melakukan koordinsi deogan pefugas voug berwenang di Kantor
Pertsnsban. Koordizsss ini penting untuk memsstiken babwa pennasalaban yung muscul dipal
ditangani dan diselesaikan secepst munghan, sehinggn tidak menimbulkan ketectambatan dalam
rases peesdf k ¥ beralan.

13, Apakab ada upaya koordisast st komunikisi yang Bapak bkukan deegan pilak terkait
(misalnys - Kantor Pestanahan dun Kemsenterian ATRBPN) unfuk teogatast masalsh ganggvan
sistern HT-e dan danvpraknya ?

Jawab - Ads i pibsk Notasi PPAT Pertanahan.

Tentu saja, terdapat koordinasi yang buik astam piiak Notaris PPAT dengan Kantoe Pertanaban
dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Koordinasi ini menjadi bagian
peoting dalam kebuncaran sdmisistrasi, kivususuys ketka terdapat. kendla tekiis maupun
Jebutulian Klarifikasi techadap dokumen yang disjuksn. Metalws konsnikist yong intensif dan
respousif antara kedus belsh pibak, berbogai proses yang berksstan dengan 1T-¢l dapal begjalan
dengan Jebib efektif dun minim hambatan.

14, Mesurut Bapak, upa yang perlu ditingkatkan dari sitem HT-cl agar kejadian serupa tidak
merugikan pilak-pihak teckas, khasusnya debivar

Juwals | Perhy dingkatkan berkaitan dengan sistemn Jaringan dan pengoprasian dari jaringan di
HPN tersebut.

Menurut says, masih terdapat beberapa aspek yang peciu ditingkatkan, khususnya terkait dengan
sistem jaringan dan pengoperasian jaringan di Kantor Pertanahan. Stabilitas jaringan yang belum
sepenuhaya optimal terksdang menjadi kendala dalam proses pendafiaran Hak Tanggungan
Elektronik (HT-¢l). Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastroktur jaringan serta
pemelibaraan sistem secara berkala sangat diperlukan agar proses administrasi dapat bealan
lebih lancar dan efisien.

15. Apa rekomendasi Bapak bagi pemeriatah atau instansi terkait untuk memastikan kepastian
hukum da hak tagih keeditur dalam era digitalisasi pendafiaran HT ini ?

Jawab : Rekomendasinya yaitu selalu diadakan perawatan terhadap sistem dani pendaflaran HT-
el tersebut, sistem pengamanan HT-cl dan data-data baik kreditur maupun debitur yang
tersimpan di komputerisasi elektronik Kator Pertanahan.

Rekomendasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran Hak
Tanggungan Elektronik (HT-¢l) adalah perlunya dilakukan pemelibaraan atau perawatan sistem
secara rutin dan berkelanjutan, Hal ini mencakup tidak hanya sistem pendaflaran HT-el itu
seadii, telapi juga mencakup sistem pengamanan yang melindungi data-data peoting, baik milik
kreditur maupun debit, yang tersimpan dalam sistem komputerisasi elektronik di Kantor
Pertanshan. Keanssnan dan keandalan sistem sangat krusial untuk menjaga integritas data serts
kelancaran proses pelayanan pertanaban.

Rumusan Masalah 2 : Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Kedudukan Kreditur
Pemegang Hak Tanggungan Akibat Ganggaan Sistem HT-el Yang Menimbulkan
Hak

1. Ketika tegadi gangguan sistem HT-cl yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran hak
tanggungan. bagaimana Bapak meny ini kepada kreditur keuangan)

Jawab : Tidak ada . selama ini tidak pemah tecjadi gangguan sitem HT-el di Kantor Notaris saya.
Selama ini, tidsk pernsh terjadi gangguan sistem terkait pelsksansan Hak Tanggungan
Elektronik (HT-¢l) di kantor notacis kami. Selurub proses berjalan dengan lancar, baik dalam hal
akses ke sistem maupan pelaksanaan prosedur pendafaran. Sistem yang digunakan cukup stabil
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don dapt diandalkan, schingen tidak ditemukan kendala tekus yang berarti dalem pelaksanaan
tugas-lugas kami sebaga notarss.

2 Apa saja kendala yang muncul dslam peoses pendafiaran hak tanggungan ketika sistem HT-el
mengalams gangguan, khususnys yang berkaitan dengan batas wakty pendatiaran ?

Jawab : Apabila tegadi kendala pada sistem link HT- ¢l biasanya tidak membutubkan waktu
yang lama,

Apabila terjadi kendala pada sistem link Hak Tanggungan Elektronik (HT-<l), berdasatkan
pengalamen umni, bisssnys tidsk memeruken wakiu yang lama untuk dspar kembali noemal,
Gangguan yang muncul unmmnya bersifat sementarn dan dapat segera ditangani oleh pibak
terkait, Dengan adanya dukungan teknis dari Kantor Pertanahan, proses pemuliban sistem
biasays berlangsung cepal, sehingga tidsk ferlalu menghambat kelancaran proses pendaftsran
HT-el.

3. Menumut pengalaman Bapak. bagaimana pandangan kreditur (bankJembaga kevangan)
teshadap ketertambatan pendaftaran hak tanggungan yang discbabkan oleh gangguan sistem HT-
el 7 Apakah ada kekhawatirun dari pihak keeditur terkast jaminan mereks 7

Jawab : Ada kekhawatiran dari pihak kreditur tetapi dari pihak Notanis PPAT akan berkoordinasi
dengan Kantor Pertanahan (petugas) untuk secepatays menyelesaikan ganggaun tersebut.
Memang, dalum situasi tertenty, sda kekhawatiran yang muncul dsri pihak kreditur apabila
teriadi gangguan pada sistem Hak Tanggungan Elcktronik (HT-cl), Namun demikian, dari pibak
Notaris/PPAT, kami selalu berupsya untuk segera melakukan koordinasi dengan pefugss yang.
berwenang di Kantor Pertanahan ogar permasalaban terscbut dapat scgera ditangani dan
diselesaikan. Tindakan cepat ini penting uatuk menjaga para pilsak dan

4. Apakah Bapak pernab meverima keluhan atsu permuntaan penyelessian dan pibsk kreditur
akibat keterlambatan pendafiaran hak tanggungan karena gangguan sistem HT-el 7 Jika ya,
seperti apa bentuk keluhan atau permintaannya ?

Jawab : Selama ini tidak pernab menerima keluban atsu permintaan dan pihak kreditur.

Selams i, kams tidsk pemah menerms keluhan matpun permintsan kusus dari pihak kredutur
terkait dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan Elcktroaik (HT-cl) Prosedur yang
digalankan telsh berlangsung sesum ketentuan yang berlaku, dan komunikas: antara kams selaku
NotarisPPAT dengan pihak kreditur juga berjalan dengan baik. Hal i menunjukkan bahwa
pelayanan dan sistem yang ads sudab cukup memada dalam mendukung proses pembisyaan
yang melibatkan jaminan hak tanggungan.

S, Bagaimana Bapak memitigasi risiko bukum bagi kreditar apabila pendafiaran hak tanggungan

mengalami keterlambatan yang signifikan akibal gangguan sistem HT-el ?

Jawah : Dengan cara berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan agar tidak telambat,

Upaya yang kami lakukan agar proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-¢l) tidak
i den, melakukan koordsnasi secara intensif dengan pshak

Kantoe Pertanahan. Melalui konwnikasi yang baik dan tepat waktu, kami dapat memastikan

bshwa setiap tabapan dalam proses pendaflaran berjalan sesuai jadwal serta dapat segers

ditindaklanjuti apsbila terdspat kendala teknis atsu sdministratif. Pendekatan ini cukup efektif

dalam menjaga kelancaran proses serta memenuh: tenggat waktu yang telah ditentukan,

6. Apakah da perbedaan perlakuan atau dampek bukum satar ketectsmbatan pendsfaran hak
tanggungan karena gangguan HT-¢l dengan keterlambatan karena faktor lnin (misalnya :
kelengkapan dokumen dars Klien) ?

Jawah : Tidak ada pecbedaan perlakuan dikarenakan HT-¢l didaflar setelah persyaratan lengkap.
Selams ui tidak ada perbedsan perlakuan dalam proses pendafiaran Hak Tanggungan Elektronik
(HT-¢l), karcoa pada dasarnya pendaftaran dilakukan setelah selumb persyaratan yang
dibutubkan telsh lengkap. Deagan inya dokumen din i sejak
awal, maka proses bepalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya periakuan yang
berbeda antar pehak. Hal mi juga turut mendukung kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaan
pendaflaran HT-el

7. Apakab Bapsk memiliki pengalaman stas contob kasus nyala dsmana keterlambatan
pendafiaran hak tanggungan akibat gangguan HT-¢l menimbulkan sengketa hukum atau kergian
bagi salah sata pihak ? Jika ada, bagaimana kasus tersebat diselesaikan 7
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12.

Jawab - Tidak pernah memsliki pengalaman ata contoh kasus aysts dinsans keterimbatan
pendaftarun HT skobat gangguan HT-e] mesimbelian seagkets hukusn stay kenugian hagi salah
sou k.

Sejoh ini, kaeni tiduk pema memsliki pengalaman maupun mesemkan cooh kasus nyata di
lapangan yang mocaunjukkan baliwn Keterlambatan pesdaftaran Hak Tasggungan skibat
gangguan pods sistem HT-el menimbolkan scagkets bekum atas keragin bagi salah saty bk,
baik hreditur maupun debseie, Proses pesdaftaran umumnys benalie sessai prosedur, din
apobils tecjadk kendala tekrs, bizsanya dupot segera dhatasi melabus kooedinass deugan pibk
terkait, sehingga tadak sampei meninsbulkan dampak bk yung mensgikan.

8. Mesurn pandangan Bapak, bagmimsna scharusaya kedudsian hukum kreditur pemegang hak
tanggungan dilindusgs secars optimal jika terjadi keteambatan peadaftaran akibat gangguan
sistem HT-¢1 7

Jawah : Pada dasamya pemegang hak tasggungan eleksronik mempunyai kedodskan yang ki,
sebab di sertipikat HT-cf memoeya kekuatan sitn. cksekulorial dmany pemegng HT-el
tercantum dalam sectipikst fersebut

Pads dasamys, pemegieg Hak Tanggvogse Elekimonik (HT-e)) memibds kedscuksn hukum
yang kuat. Hal ini karens sertipikat HT-el memuat keksatan cksckutorisl yang setira dengan
putusan pengadilan yaeg telsh berkekuatan hukum tetap. Dalam sertipdkat tersebut, sécara jelas
tercantum identiss peegang hak veggungan, sehunggs agabila terad wanprestis dari pitik
debiter, pemmgang HT-cl memiliki dasar hukom yang sah untuk mebakukan cksekosi, seperti
lelang atas cbjek jumman. Dengan demikise, perlindangan hukum terhadap hak kreditur melalul
HT-<l sudah terjacmis secarm sistesmatis.

Notulensi Wawancara dengan Kantor

Kota Pekalongan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KANTOR CABANG BANK
SYARIAH INDONESIA
Judl Skripsi : Pelaksanasn Hak Tanggangan Elektronik Terbadap Pemenvhan Hak Tagih
Kreditur Pemegang Hak Tanggungan {Studi Kasas Pada Kastor ATR / BPN Kabupaten Batang)
Pewancara - Mubamad Fikn Aldy Permass
NIM : 11000121 140846
Pelaksana Wawancara.

1. Han dn Tanggal : Selasa, 24 Juws 2025
2. Jam 11300
3, Tempal : Rank Syanah Indonesia

4. Nama Informan : Ilham Sukoco (Mas Tko)

. Profesi

6. Jshatan ISPV

Rumasan Masalah 1 : Implikasi Hukum Terhadap Hak Tagib Kreditur Yang Diakibatkan
Gangguan Sistem Hak Tanggungan Elektronik Yang Melewati Batas Akhir Pendaftaran
Obyek Hak Tanggungan.

1. Bagsimana prosedur pendofiaran Hak Tanggungsn Elektroaik (HT-el) di Kantor Cabang
Bank Syariah Indoecsia 7

Jawah : Pertama kali sotaris input ke BPN. Notaris mengassh kabar bahwa sodah diupload piliak
Bank hans menjalanksn, Melewati sistem. nama sistemnya sipo eonplisnc. Masuk ke meau HT-
el, Klik order masukan dats-datanya sepert; mima tsasabah, nanss notans, nilas peaingkatan, .
Kalaa sudah oke smuncul data tagihan biays HT aya yang harus dibayarkan. download SPS dan
ying memboyar biaya SPS duri pibak notans, kalw sahb Gibavar nolaris pibsk bank

Cabang Bank Syariah Cabang
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mengupload ke pihak bpn dan tingsal nunggu HT jadi, jika sda tidak sesusi dstanya akan i
perbaiki.

Jadi, alurays ity dimolas dari pihak notaris yang pertams kali melskukan iput data ke sistem
milik BPN. Setelah notaris mengunggah berkas dan melakukan inpus awal, mercka akan
menginformasikan kepada pibak bank balwa dokumen telah berbasil drunggah

Setelah ito, pibsk bank akan mulai menjalankan proses selsijutnya melalus sistens intensal kami
yang bemmama SIPO Campliance. Di dalam sistem it kami masuk ke meen khusus untuk Hak
Tanggungan Elektronik ata HT-l, kemodian kami klik order untuk memulai pengajuan.

Daliun proses tersebat. kumi mengisi data-data yang dibutubikan. seperti nama lengkap nassbab,
1ama notaris yaog menangani, nilai peningkatan jaminan atmu kredit, dan informasi peating
lainaya yang relevan. Setelah semisa data dimasukkan dan dipastikan sesusi, sistem akan
memunculkan tagiban bisya pendafiarsn HT.

Kemadian, kami akan mengunduh dokumen Surat Perintah Setor atau SPS. Untuk pembayaran
bisya SPS ini, yang bertanggung jawab membayarays adalsh pihak notarss. Setelah pembayaran
dlkukan dan bukti bayar lengkap, notaris skan kembali menguaggah dokumen ke sistem BPN.
Selanjutnya, tinggal menunggu proses penyelesaian dari pibak BPN. Namun, opabila ada
kesalahan atau ketidaksesuaian dta dalam beckas yang dinggah, biasanya pibak BPN akan
memberiken potifikasi usouk difskukan perbaikan dsta. Proses akan dilanjutkan kembali setelah
Koreksi selesai,

Selanjutnys, tinggal meounggu proses penyelesaian dari pikak BPN. Namun, spebila ada
kesalahan atau ketidaksesusian data dalam beckos yang diungeah, biasanyn pilak BN akan
memberikan potifikasi untuk dilakukan perbaikan data, Proses akan dilanjutkan kembali setelah
Koreksi selesai.

2. Apa saja dokumen yang wajib dipenuhi olch debitur maupua kreditur sebagai syarat wtama
dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Flektronik (HT-¢l) d: Bank Syanah Indonessa ?
Jawab : Dokumen yang harus dipenubi oleh debirur maupun kreditur yang ada bintangnya wajib
di wpload terus yang tk ada bintangnya tidak wajib.

Untuk dokumen bust notasss meliputi SHM. SHGB, AKAD, APHT, SKMHT, PBB, KUASA
HT, KTP dan KK PEMILIK. SURAT PERNYATAAN FISIK TANAH (tidak wajib), SURAT
SENGKETA, (tdk waijib), Dokumen lainnya (1dk wajib). Dokumen Permobooan melipati Surat

Ke BPN, Form Verifikasi Dokumen, Form Bast Dokumen, Surat Pengantar APHT, Surat
Pemyataan Keabsahan, dan Surat Keterlambatan. Dokumen Untuk Perbaikan HT meliputi Surat
Pemyataan dan Surat Ke BPN.
Baik. jadi dalam Hak secara elektronik. terdapat ketentuan
mengena dokumen yang wajib maupun tidak wajib diunggah ke sistem. Dokumen-dokumen
tersebut berasal dan berbagai pibak, yakn debitur, keeditur, dan notaris.
Secarn umum, sistem HT-cl akan memberikan tanda bintang (*) pada dokumen yang wajib
diunggah. Jika suatu dokumen tidak memiliki tanda bintang. maka sifatnya tidak wajib, nanun
tetap dapat dilampirkan bila diperlukan atau untuk memperkuat administrasi.
Untuk dokumen yang disiapkan oleh notarts, daftar dokumenaya antara lain sebagai benkut:
Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Akta Perjanjian Kredit (AKAD)
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Surat Kuasa Hak Tanggungan (KUASA HT)
- Identitas pemalik berupa KTP dan KK
Kemudian terdapat pula dokumen tambaban yang bersifat tidak wajib, yaitu:

- Surat Pemyataan Fisik Tanah

- Surat Keterangan Tidak Sengketa

Dokumen lainnya yang dianggap relevan dalam kondisi tertentu

3. Bisakab Bapak/Tbu jelaskan pengalaman Bank Syansh Indonesss terkail gangguan pada
sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-<l), khususnya yang menycbabkan terlewatinya batas
waku pendaftaran objek Hak Tanggungan ?

Jawab : Untuk pengalaman sampai batas waktu pendaftaran belum pemah, pada sast error itu
waku penginputan pertama sebelum terbit surat perintah setor (SPS) jadi karens emang belum
berpengaruh kepada penutupan aplikasi jadi masih ditunggu dan pihak Bank. Yang pemah itu
pada sast pembayaran SPS melewsti tanggal batasnya, ads beberapa notans terlewat belum
membayarkan SPS. Pads waktu pembayaran sudsh tutup, beberapa menjadi pengalaman
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aplikasinya terrutup. Kabau sudah tetweup langkaheya sdalah meranggu | minggy sampai 2
minggu kit daftarkan lagi.

Untuk pengalaman ks segauh ini, befum pernah mengalami kasus Keterambatan ssoopa
melewati hatas wakt peacafiann vang menycbablkan dokumen tidak bisa diproses. Namua,
memang permah tesjadi gangguse poda sas awal proses penginputan, yaitu sebebam muncaloyn
dokumen Surat Perintab Setor (SPS) Pada tahap itu, sistemn mengalams error, tetapi Karena
prosesnys masib di tabap awal das bedum berpengar pads peaulupan splkasi, maks nsash bisa
datunggu dan disnputkan oleh pihak bank setelah sistem Kembals nonsal.

Yang pemal besar-benar menjocdi kendada adalah saul proses pembayiran SPS yang melewati
batas tamggal vang tebsh ditentukan, Beberspa oolans senpal lerlambat melakukan
pembayaran, sehinggs ssat mereka hendak membavar, aphikis sudah otematis tertutap obeh
sistem. Hal tersebul tentu menjadi peogalamen penting bagi Kami, Karema jika aplikisi sudab
tertutup, maka proses tkik bisa dilanjutkan seperti buasa.

Langkah yang kami laskukse jika sudah terfutep adalah menuoggy selams Kurssg lebh satu
hingga dua minggu, kemndiss prosesnya didafterkan ulang dori awal. Ini tenty menambak
wakiu dan memperlumbat proses penerbitan Hak Tanggengan. Oleh karena itu, kami selalu
mesgingatian motaris untuk mempechatikian lenggat waktu pembayaran agar tidak tenadi
keterlambatan seperti itu lagi.

4. Scherapn sering kejodian ganggwan sistem HTeel ini terjach dan bugaimana dampaknyn
techacap operzsional bank dalum satu tahun terakber ?

Jawsb - Dalam satu tahun terakhir yang sering erroe it wakiy mendekati akhar lbur. misalnyn
pada minggu ini ada lbur 3.2 hani sering yang didapatkan di web BPN tercantum error. Jadi
tidak bisa untuk mengakses web tersebut dan tidsk bisa melakukan pendaftamn HToyn, Jika
dihitung dalam satu tabun sekitar 2 sampai 3 kali yang error inx Cuma crror iu mendekati libur
panjang, jika libur panjang itu SPS tidak bisa diterbitkan. Jika dstam 1 minggu ada libur Jebih
dari 3 hari pasti SPS ticak diterbitkan sama BPN.

lya, betul. Bendasarkan pengalaman kami selama satu tahun terakhir, gangguan sistem atsa emror
paling sering teradi meajelang masa libur, terutama jika dalam satn minggu terdapat hasi libur
yang cukup panjang, misalnya di o tiga hani besturut-turut.

Basanya eonor tessebut tegadi pads skees web resmd BPN. Ketika ito tenads, sioss wed tadak
St diadses, sehingm ke tidak bisa proses Hak secars
elektroadk. Dalam saru tahun serakiir, kejadian sepertt ini tenjadi sekitar dua sampal tiga Kall.
CGiaagguan tersebut memang cendensng munce! meadekatt lbur panjang, dan hal uu sangat
memenganuhi proses peserbitan Swat Penamb Setor (SPS). Bila dalam sat minggu terdapat
libur lebih dart tiga hari. busanys SPS tidak akan diterbitkan oleh sistem BPN. Akibatnya,
pevses adesstrast pendaftane HT haoes ditunda seupes sistes kerball nomal seau SPS bisa
Keluar.

S Bagaimana prosedur intermal Bank Synnah ludonesia dalass menghadapi sitoasi di mans
pendafiann Hak Tenggurgan secams elekwonik tidesk dopot dilskukan tepat wakiu karens
anegguan sistem ?
Jawab : Jika ins belum berpengaruh terhadop SPS dari pibak Bark memmggu webmyn bisa
dilskulon pendafiaran karena yang besa dslakukan di kantor cabang me heaya bisa menungp
webaya lascar teciebils dahulu, knb sernisal webays tidak Lancar tdek besa diduftarkan dsa
tidak mempengaruhi apliasy, yarg belum tesbit hanya SPS. Jika sudah techit SPSmya dos behan
dbayar tidak akan berlanjut ke tahap benkutnya, Jike SPS belum tesbin maka mengikun sistem
vimg di BPN.
Dadam peakiiks bl by da tahap penerbitan Surat Perintah
Seter (SPS), maka kot don pehak bask hanya blsa menunggu hingga situs web BEN kembali
sormal. Karena di kamtor cabang ks tidak meemiliki kewenangan untuk melakukan perbaskan
sekas kami hanya dapat sistem dapat dlakses kemball agas proses
pendaftoran dapat dilasjutkas.
Jiks ganggnn sistems terschet terjadi sebelem SPS diterbitkan. maka tidak akan
berpengarub terhadap aplikasi atau pesdaftaran yasg sedang berjalan, schab proses beham
sampai poda tabap finalisas: pembayscan. Ammys, selama SPS belum terbit, peoses masih
mengikuti ahw yang dkeadalikom oleh sitem BPN. Kami scbogm piak besmk hanya bisa
meapkuti ketersediaan sestem tersebut.
Namun, jika SPS swdah terbit dw belum dilakukan pembayarnn, maka sistem tidak akan
ke tahap Dengan kata lam, SPS menjdi syarat stama
stk memproses tzhap linjutan dalam pendaftaan M. Maka dari en keterhunbatan
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pembayaran SPS atan tidak musculnya SPS Karena gangguan sistem sangat berdsmpak pads
Kelancaran proses.

6. Langkal-langksh spa saja yang telab dismbel Bank Syariah Indonesta untuk memitigast nsiko
akibat gangguan sistem HT el ini?

Jawab : Jika misalnya biar tidak tertutup, jadi dari pihak Bank misalnya ada libur panjang maka
mendafiarkannya setelah libur panjang scleseai »tan semingza sebehum libur panjang. Jika dart
pihak BEN lancas tetaps keonungkinan ada libur panjang yang SPS nya keluar malam stas dan
pihak Bak belum bisa meagsmbelnys msks dan phsk Bank membual tieline sesw
kesepakatan dari pibak notaris bafma dani Bank di daffarkan HTmya sctelsh Bbur panjang
tersebut,

Dalam prakiiknya, untak menghindar Bsnbatan sdministratif yang mungkin timbul skibst han
libur panjang, pihak Bank bissanya menyssun jodwal pendaftarsn Hak Tanggungan secara lebih
strategis. Misalnyn, jikn diperkirakan akan ada ban libur pangang, maka pendaftaan akan
dilakukan setelals lbur tersebut selesai. atau paling lambat satu mingga sebelum lbur dimulai.
Hal ini dilakukan agar proses berjalan lebih efektif dan tidak terganga oleh keterbatasan wakiu
pelayanan mstans: terkal.

Meskipsm dari pisak BPN (Badan Pertanaban Nasional) proses pelayanan berjalan lancar, ada
kemungkinaa bahwa Susut Perintah Setor (SPS) baru diterbitkan pada malam bari menjelang
libur pangang. Dalsm situssi sepert ilu, senang Kali pihak Bank belum seenpat mengambil atau
‘menindaklanjuti doksmen tersebut. Maka duri itw, piiak Bank biasanyn akan meayussn timeline
berdasarkan kesepakatan bersama dengan noearis, dengan ketentaan babwa pendafiaran Hak
Tangsangan akan dilakukan setelah libar panjang berakhir. Pendekatan ini kami angzap lebih
ondusif untuk menjaga kelancaran dan kepastian proses pendafiaran.

7. Memurat pandangan Bapak/Thu, bagainsina tedlewalinya batas akhir pendafisran objek Hak
Tanzsungan skibat gangguan sistem HT-l ini memengarohi kekuatan Sakum Hak Tanggungan
yang seharusnyn terdaftar *

Jawab © Jika masabahnys bdsk bermasalab, jadh tumeline yang menggangen secara hukoen tidsk
sampai kesitu kareoa pembiaynen dalam posisi hanu, fancar, dan belum sampai akan menjads

polensi hukum. bukum karena belum lerikat pembisysannys masth lama dari pibak Bank
Dibcana bk aetaléh d

“Jikn dari sisi nasabab fidak terdapat permasalaban, makn pada dasamyn tidak ada urgensi
hukum yang signifikan terksil dengn wakty Hak Hal i
pembiaysan masih berada dalam posiss awal, dakam arti bara saja dicairkan, statusnya lancar, dan
belum memaski tabapan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, Oleh karena itu,
dhari pihak Bank, proses pendafiaran Hak Tanggungan bisa dilakukan beberapa bulan setelah
pencazran duna Dengan Kila lai, selsma belum ady indikasi wasprestasi dui debitur, ks
pemindsan pendaftaran tidak serta-merta menjodi iss bukum, karena hubungan hukum
pembiaysn masih berjalan noemal dan belum terdapst kesdaan yang mendesak secam legal
untuk segern mendaftarkannya.”

$. Apakah Bank Syariah Indonesia pernah menghadapt kasus di mana bak tagib kreditur menjadi
Jemah stwn dipersoalkan di kemodian hari karens masalsh pendaftaran Hak Tanggungsn yang
terlambat akibat gangguan sistesn HT-el 7 Jika ya, mohoo jelaskan kasusnya tanpa menyebutkan
mama.

Jawab - Selams ini belam permb, karena kalau dari pibak Bank pendaflarn lelang pastinys
barws sodah dolam benruk peogikatan di Bank BSL Jika dan pibak ACR v sudah
memperhitungkan tidak sampai ke pengadilan mungkin lebih kepada pelipasan secara parmal
saja.

“Selama i kami belum pernah melakukan poses pendafiaran untuk keperluan lelang sebebum
adanya pengikatan resmi atas jaminan di Bank Syariah Indomesia. Astinya. setiap peoses lelang
yang dilskukan oleh pibak Bank harus didshubui dengan pengikatan Hak Tanggungan yang sah
secars ademstratif dan bukum. Sementara wu. dan pihak ACR (Asset Collection & Recovery),
umumaya sadah mempertimbangkan risiko-risiko yang ada, schingga upaya penyelesasan jamng
sampai ke tahap pengadilan. Biasanyn penyelesaian lebih difokuskan pada pelunasan secars
normal melalui pendekstan mternal antara debine dengan pihak Bank ™

9. Dalam perspektif hukum pecbarkan syarish, apuksh ady perbedaan implikasi terbadsp bak
tagil kredstur astara Hak Tanggungan yang fendafar tepat waktu deagan yang terlambst urens
angguan sistem 7
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Jawab : teskait 3
Secara prakiik db Ipangan, Tidak terdapss perbedaan yang signifiken amara peadattaran Hak
Tanggungss yass dilakukan fepat waktu maupun yang dilakukan deagan sedikit keteclambatan.
Bk dalaen bl grosedur maupun perlskian admmistrall, geosesaya Welap sama. Artings, sehima
dokumen lesgkap dan ssstean berjal maka s d: leh ks
pectanshan. Nasmn demikian, daci sisi prinsip kebati-hatian dan mansjeenen risiko, Bank tentu
tetap berussha untuk melakukss perdafiaran sesegers mungkin guna menghindari posensi risiko
i kemudian han. meskipan secam foewal tidak ada sanksi atws pebeda yang diberlakiskan
datam bal waktu pendafiaran tersebt.

10, Upays hukum apa saja yang dapat atau telah ditesspeh oleh Bank Syariah Indcecsia
untuk melindung: hak tagilinys ketika teciad: keterlsesbotan pendaflaran Hak Tanggungan akibal
gaogguan sistem HT-¢1 7
Jarwab - Telambat karena gangsuan sisters itu belurs pernah, cuma testambat karena sotaris telat
Jadi bukmn kn istemn lebih ke
Sejas s, koms belum permabi meagalami Keterlustatun pendattaran yang disebablon oleh
pangguan sistem. Sistem HT-¢f memang kadang mengalams kendala teknis. tetapi ticak sumpai
memyebabkan ketechmbatan yang sigsifikan dsbam peoses pendaftaran. Keterhmbote vang
pernah teradi lebih discbabkan aleh faktoe admenistratit, Khwsusnya dan pihak notanss yang
betum sepers meagajukan peadaffaran. Jadi. pecmasalahun wtasnya bukan karena geggwn
sistem, melaiokan knrens ada persyuratan st dokames yang belum lengkap atau belum
diserabkan oleh pil sebelum pendaftaran bisa dilakuk:

11, Apakah Bank Syanal Indonesss memaliki mekinsme allernstil unfuk mengamankan bak
tagibinya jika pendafiaran Hak Tanggungas secara chektronik tidik mesmngkinkan ?

Jowab : Jika mengamankannyn dengan cara HT ity jalss pembiaysannys swdah di ikat secara
semprs

Kalou dalum prektikaya, ketika susty pembinyaan dismankss melahui Hak Tanggngan, maka
jalur pembiayssnmya ftu sebemarnya sudsh diikat secars sempuens. Artinya, aspek Jegalitas dori
jaminan tesscbest telab tespenuhi sesuai ketenbaan bukuny yang bertaku, schingga membenkan
Kepastian hukum baik bagi pibisk pemben kredit maupun peserima kredit. Deagan adunya ikatan

Hak Tanggungan, maka kreditur memiliki kedudukan yang kuat apabita di kemudian hars terjadi
wanprestasi dari debirue. Hal ini tenty menjadi salah satu instrumen peating uatuk metnitigasi
nisiko dalam pembiayaan.

12. Menunst BapakThu, apaksh perdu ada regulass atau kebijakan tambahan dari pemerintals
(misalnya Kementerian ATR/BPN atasu OJK) untuk mengatasi permasalahan ini dan memberikan
kepastian hukum bagi kreditur ?
Jawab : Sclama ini gangguan sitem it karena menunda, menunda yang dimaksud yaitu bukan
menunds selamanya hanya menunda beberapa han saja setelab gangguan sitem itu bisa lancar
lags kalan sudah bisa didafiarkan lags. Lebih ke apliksst yang dars web pihisk BPN aya dibikin
lebih ready terus.
Ya, selama ini memang pernah teradi gangguan sistem, namun sifatnya bukan gangguan yang
berlangsung lama. Biasanya hanys menunds proses pendaliaran selama beberapa han saja. Jadi,
penundaan yang dimaksud bukan berarti prosesnys dieatikan secara permanen. melainkan
hanys tertunda sementara sampai sistem kembels normal dan dapat digusakan kembali watuk
pendaftaran. Dalam hal ini, gangguan lebih berkaitan dengan aplikasi pada web milik BPN.
Harapannya ke depan, sistem terschut bisa lebih stabil dan selal dalam kondisi siap pakai agar
proses peads flaran dapat dilakukan secars lebib lancar dan efisien.
Rumusan Masalah 2 : Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Kedudukan Kreditur
Pemegang Hak Tanggungan Akibat Gangguan Sistem HT-el Yang Menimbulkan
Hak
1. Apakah Bank Syariah Indonesia pemsh mengalami kendals stau gangguan dalam sistem HT-
el (Hak Tanggungan Elektronik) yang dikelols oleh Kementerian ATR/BPN? Jika ya, kspan dan
bagaimana bentuk gangguannya ?
Jawab : Untuk gangguanny yaitu tidak bisa masuk kepada webnya dan jika mendekati dalam
seruinggu ada libur lebih dan 4 hars SPS tidak dapat dikeluarkan.
Iya, ads beberapa kendala yang pernah kami alami. Salah sstu gangguan yang cukup sering
terjadi adalah ketidakmampuan untuk mengakses website pendaftaran, di mana sistem tidak
dapat dibuka atay login tidak berhasil. Selain itu, apabila dalam saty minggy terdapat hari libur
yang cukup panjang, misalnys lebth dars empat hari, maka Surat Perintah Setoe (SPS) tidak dapat
dikeluarkan dalam periode tersebut. Hal ini tenty memengaruh: kelancaran alur pendaftaran
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Karems pawbustan SPS merupakan labapan penting sebelum proses lanjut ke penbayarss dan
penerbitan sertifikal bak tanggungan

2 Scherspa senmg gangguan sisten HT-el ini lerja? Apskah pangguan tersebul bersifat
sporadis atau sering berulang ?

Jawab : Kalau sering berulang tidak tetapi jika mendekati libur aja atmu schasi setelah bur masit
terdapas emror.

Kalau dakatakan sering berulang sebeuaniya tidak, tetaps gragguan biasanys terjud ketikin sadal
mendekals nsasa libue pasjaeg atan bahkan sehan setelab libur berakbur. Dalam periode-perde
tersebut. sistem lerkadang mengalaom error sts tidak dapat diakses dengan lancar. Hal ina besa
jok Karens tingginys jumlsh penggum yung mengakses sistem sicara bersamss setelah libur,
atiau karena peoses pemelifarsan sistem yang dilakuka oleh pibak terkat, Maka dan iy, kami
biasanya mengantispasi henmungkinan fersebut dengan mengatur jadwal peadafiaran lebib wwal
sebelum masa libur bba.

3 Dampak apa saa yung ditmbulkan oleh gaoggusn sstem H1-¢l tersebwn terhadap proses
pendaftaran Hak Tanggungan & Bank Syarish Indooess 7 (Misaloya, Keterumbatin
pendaliaran, pemiepskan beekss, dil)

Jewab : Dampaknys yastu peningkstanoya lebib b daripads vang sebarusuys st sepeti
nonnalys.

Dumpoknys cokep terass, lerulama techiadsp kecepalan prases peudafisran. Peningkatan st
pemrosesan daly dalam sistem menjadi lebih lama dan wakeu noemal yang sebarusuya. Jadi. akar
yang semestinya bisa sclessi dalam wakiu tertentu menjadi terrunda karena odanya hanshatan,
teknis. i tenty berdampak pada tahapan selanjutiya, sepesti penerbitan SPS dan validasi data,
yang seharusnya bisa berjala lebih cepat jika sistem begalan dengan liocar

4. Bagaimana Bank Sywrah Indosesia swenyikapi keserlambatan pendaftaran Hak Tanggwagan
vang disehabian olch ganggwn ssstem HT-¢l dan segi ki ?

Jewsb : Belum pemah dan pihak Bank, diksrensksn dan Kits hanys outlet aja jadi biss
mennggy dan pibak BPN mya belum sampai protes terkal gangguan. Palingan cuma mesmnds
beberapa har telapi tidak tevlalu duri pibak Bank berfikic ke arah sana.

Selama ini befum pernah ada protes secara langsung dari pihak Bank, karena pada dasarnya kami
i sini hanya berperan sebagai outlet atau unit pelaksana yang menunggu proses dan pthak BPN.
Jadi, apabila ada gangguan pada sistem, biasanya kami hanys menunggu sampai sistemnya
kembali normal. Gangguan yang terjadi pun umumnya hanya mengakibatkan penundaan sclama
beberapa han saja dan tidak terfalu lama, Sejauh i, dan internal Bank sendiri juga tidak sampai
berpikir untuk mengambil langkah protes atau komplain karena gangguannya masih dalam batas
yang bisa ditoleransi.

5. Apakah Bank Syariah Indonesia memiliks standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman
internal untuk menghadapi situasi di mana Hak Tanggungan belum terdaftar akibat gangguan
sistem ? Jika ada, mobon dijelaskan.

Jawab : Unruk peraturan terkait HT-el ada, tetapi untuk peraturan yang menyangkut detail terkait
adanya gangguan itu nggak ada. Lebih ke bagnimana mendaftar HT-<l itu diperaturan kami,
tidak terkait menyangkut hukumnya.

Untuk peraturan yang mengatur mengena pendaftaran Hak Tanggungan Elektrontk (HT-el)
memang sudah ada dan cukup jelas. Namun, untuk peraturan yang secara spesifik membahas
atau mengatur mengenn gangguan tekmis atau kendala sistem, sejauh imi belum tersedsa.
Peraturan yang ada lebih berfokus pada tata cara atau prosedur pelaksanaan pendafiaran HT-el,
bukan pada aspek hukum jika terjadi gangguan atau kendala teknis dalam pelaksansannya. Jadi.
regulasi tersebut lebih bersifat administratif daripada substantif dalam koateks perlindungan
hukum atas gangguan tersebut.

6. Dalam pandangan Bank Syariah Indonesia, bagaimana kedudukan hukum kreditur (Bank)
sebagai pemegang Hak Jika tenadi flamn karena gangguan
sistem HT-el? Apakah hak-hak kredifur tetap terjamin sepenubinya ?

Jawab : Kreditur itu dari bank debitur dari nasabah, selama ini kalau yang karena gangguan itu
tdak  bukan menjadi penyetop HT jadi kita tetap menunggu prosesnys sampai dengan lancar,
Jadi menunggu beberapa hari sampai sitemnya lancar dan bisa dilakukan pendaftaran lagipotensi
gangguan sistem i1 bukan selamanya Cuma beberapa ban, yang kami bisa hanya menunggu
sistem BPNnya sampai lancar.
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Dalam peakaiknys, kredstur becasal dari pihwk baok, sedangkan debitur adalah sisabah vang
mewerinsa fasilitss pemblayasn Selsma o, jika terjadi gangguan ssstem. bl fersebut tidak serta-
merta Hak Tsoggungan. o dhaak bank tetap menunggy
ssempai sisteen kemboli beralan somnal. Jodi, pendallarn banyn tectunds sementara, biasanys
Banyn beberupa bari, dan tidak sampai membust prosesays bevar-benar lerbents Ganggun
sistem yang terjach bukisn bersifil permanen, melainkan hanys sementara. Dalsm koodisi seperti
iy, yang bisa kami lakukan banyalah memanggu sampai sistem dan pibak BPN kembali lncar
dan pendaftaran bisa dilanjutkan seperti biasa.

7. Apakah ada perbedazn periakuan atau risiko hukum bagi Bank Syariah Indonesin antara Hak
Tanggwngan yang sudah terdaftar degan yung befam terdafiar (misabayw, dalam bal debivar
wanprestasi aten debitur meninggal danin sebeham pendaftaran sehesar) 7

Juwab : Jika debitur meninggal dunia ada asuransi biss pelinasan jadi secarn bank melakukan
pengembalian dokumen pelusksss tanpe HT puntdak papa, kalws debstur wanpeestasi
Kerugian kemi tidak bisa melakukan lelang tidsk besa metakukan pendafiaran ke KPKNL untuk
‘melakakan sita.

Apabils debitur menisggal dhunia, biasanyn terdapat perlindungan dani asuransi jiwn keedit

i M & 2

Dalam kondi i sesmi

dengan ketentwn polis yang berlaku. Oleh karesa itu. dari sisi bank, kami dapat memproses
pengembalisn dokumen pelunasin taapa periu adunya pelaksanasn Hak Tanggungan, dan hal
tersebut tidak menjadi masalah.

Namsm, situasing berbeds jika debitr mengalami wanpeestasi, misalaya tidak memenuhi
Kewnjiban pecobayarsn seswst persangian. Dalam kondisi tersebut, spabila belum terdapst ikatan
Hak Tamggungan, maka haek mengalans Kesulitan veruk meoempuh upsys hukum. Kam tdik
dapal metakukan pelelangan melalui KPKNL nsavpumn mengajokan sl jaminsan, irena secars
Bukum agunan tersebut bebum terikal secars sempama. Ofeh Karesa itu, penting bags bank unfuk
memastikon pendaflaran Hak Tonggungan dilakuken segers setelah perjamjian  kredit

8. Pernahksh Benk Syarizh Indonesia meagalansi kases di mamn keserlaumbatan pendasiaran Hak
Toaggungan akibe geogguan sistem HT-of berdampek pada proses cksekusi jaminse st
pemyelesaiz pembimmas ? Jiks ya. mobon dijelaskan kasusnya.

Jawab : Kalw ferkait sistem daet pibak BPN yang gaaggse tidak pecnal, tetapi knlws masalab
pembaaysan belum tenkat karena diluar sistem misalnya senikat s seperti akta jual beli (AJB)
tetage dsa belum bayar pasak selanjutnya AJBnya bebusm bisa selesai dan beam bisa dilakukan
peainziatan.

Kadau beshicara sosl ganggnan sssieus dan pihak BPN. sejauh ini ksen) belun gersah mengalaon
socam langsmg. Sistem dari BPN berjalan cukup stabil dim tidak ada hambatan teknis yang
sipufiksa Namun, keadaln yang sering tenadi fustre berada di hoar sistem, kbususaya pada
aspek if yang berka

Sebagai comtod, pembiayann bebun dupat dilkat secara sempuma karens bekwm ferpenuhinyn
kewwmihan-kewapban pendalinly, sepecti pembayaran pajuk dalam proses jeal bell. Misalays,
akaa jual beli (AJH) memang sudsh dibsat. tetapi pasaknya belum dibayarkan oleh pibik teckast.
Alkibatmy, ATB sersebut beliim dapet disebesaikan secan penh, schinggs proses peningkatan
hak atan pendafiaraa lebih lanjut. termmsuk pendaftaran Hak Tanggungan, tidak dapet dilakoskan.
Jadh haentatmnys [cbed pada sis dokumen dse kelesgkopn administratil, bukiem dan sssi tekres
samem elektronik BPN.

9, Lasgkah-Emgksh apa ssjo yang telah atws akan diseobil oleh Bank Syariah Indonessa stk
meminimalkan nsiko hukum  akibat peadaftaran Hak karena
gyun sistom HT-<l 7

Jawab : Untuk lasgkahoya yaios mengepayakan ssstem pesdaftaran itu jaub diluse tanggal-
tanggal libur, sessai pengalaman biar tidsk terganggs sistem errur dsflarkan gsuh diluar hari libar
atas seselah libur selesai jadi sistemnya lancar SPS kehr cepat dan bisa jads HY.

Ya berdisarkin pengalaman kaos, hiogksh yaog bissanya kiemi ambil sflsh mengatur wikto
peadaftaran agwr tidak besdekatan dengan tanggaltanggal liber nassoeal atau cuti bersama.
Tujusnsys agar thik tegadi gangguan sisen., seperts enor atau lantatnya respons dan sistem
elektronik BEN.

Jadi, proses pescafaran kami upeynkan dilakukan jyauh sebelum o sesudah masa libur.
Dengan begitu, sistem cenderung berjalan lebils lancar, dan Surat Perinta Setor (SPS) bisa
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dengan cepat, maka
Hak Tanggungan juga bisa segera dilakuikan tanpa hambotan. Strategi ini cukup efekti dslam
menjaga kelancaran proses pendafiaran HT-cl

10. Apakab Bank Syarioh Indooesia pemab melakukan wpaya komunikasi atau koordinasi Jami bk ok yang secars langswig dapet memmgnib sl
"

semsehut. I, darods

b

dengan pibsk Kementerian ATRBPN terkait gangguan sistem HT-<l int ? Jka ya, bagaimana
respomsaya?

Jawab : Kalan di jaringan palingsn Kita ke notaris agar meoyampaikan ks pihak BPN tanyakan
ke potaris kensps ads gangguan sepert ini, Cuma kalsw dari Kantor pusst Komimikssinys

langsung ke PUSDATIN.
Kalau gangguan terjods di tingkal jarngan alau sistem, bisanya dari pihak kami df cabuog akan
! menangan Kami meminia

teadi X

Namun, jika gangguan bersifat sistemik atau berkaitan dengan pusat data pasional, maka
Komumikasi tidk agi lakukan dari tingkat cabang. Dalam kasus sepert i, biasanya karlor

pusat Bank dengan PU Kemeatecian
ATRBPY. Jadi slar komumikasi tergantang pod tingkatan gangguannya, apaksh bersifat ksl
atan ol

11, Apekah Baak Sysriah Indonesia peash mempertimbangkan atsu melakukan upays bukum
(misalya, gugatan perdata) teshadap pibak-pibak terkait jika ketcriambotan pendaftaran Hak
Tanggungan meragikan Bank ? Jikatidak, mengapa ?

Jawab : Belum pernah, kareaa posisi kita mengikuti i BN oy bakan gangguan sistem ity
selamanya hanya bebernpa hari, Posisinya kita juga lemah jika lpor.

Sejaulini belum pernah ada lapocan rese yang kami sjokan teckait gangguan sistem. Hal ini
Karena posisi kami di cabang pada dasaroya hanya mengikuti alur yung sodab ditearukan oleh
pihisk BPN. Gangguan sistem yang tecyadi pun sifitays sesnemtara, buasanya hanya berlangsuog
beberapa hari dan bukan merupakan gangguan permanca.

Selan ity posisi kauni dalam hat ini cokup tecbatas untuk melakuken pelaporan atsu protes
securn lsngsung. Kami lebib cenderung mevningg hingga sistem kembali normal, mengingat
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